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REVITALISASI Museum Benteng

Vredeburg menimbulkan kesan segar

dan relevan dengan generasi muda hari

ini. Langkah strategis yang dilakukan

melalui Indonesia Heritage Society

(IHA) seakan berbuah manis. Sambutan

dan perayaan yang besar dianggap seba-

gai tanda antusiasme tinggi dari berba-

gai lapisan warga Yogyakarta.

Ruang-ruang diorama yang terkesan

suram dan ketinggalan zaman telah

berubah. Panel-panel yang sebelumnya

tak banyak berubah jadi sangat canggih

dengan teknologi imersif. Tindakan pe-

ngunjung yang sebelumnya terbatas pa-

da membaca keterangan kini jadi lebih

interaktif. Banyak kesan positif yang

mengapresiasi tampilan Museum

Benteng Vredeburg kini.

Terlepas dari banyaknya apresiasi, re-

vitalisasi museum dengan teknologi

canggih itu perlu direfleksikan lebih

mendalam. Terutama menyoal aspek

distribusi infrastruktur dan praktik tata

kelola museum-museum lain di Yogya-

karta. Sebab, bagaimana dengan nasib

museum-museum yang dikelola mandiri

hingga terbengkalai? Lalu, bagaimana

dengan pelibatan warga secara luas da-

lam praktik tata kelola museum?

Arus Teknologi Imersif

Museum di seluruh penjuru Indonesia

seperti dilanda tantangan yang sama.

Penggunaan teknologi digital menjadi

tuntutan zaman yang niscaya dan tak

terhindarkan. Kata kunci digitalisasi

semacam jadi slogan dan metode kerja

yang digalakkan untuk museum. Peng-

gunaan teknologi imersif kemudian jadi

salah satu pendekatan yang sering digu-

nakan.

Diorama patung berubah menjadi

hologram dan video digital yang selalu

bergerak, lengkap dengan efek-efek mul-

timedia yang canggih dan memukau

seluruh aspek indrawi. Istilah virtual re-

ality hingga augmented reality kesannya

terlalu sering digaungkan. Sementara

itu modal finansial dan akses infrastruk-

tur digital masih jadi isu serius. Sebab,

kemudian hari hal itu bisa memantik

persoalan ketimpangan dan kesenjan-

gan.

Faktanya, ada tiga puluh lima muse-

um di DIY yang terdata dalam data refe-

rensi Kemdikbudristek. Jika ditambah

dengan berbagai jenis museum, ada se-

kitar lima puluh lebih. Persoalan

teknologi tingkat tinggi nan canggih ke-

mudian jadi isu penting, terutama da-

lam museum-museum yang tersebar di

seluruh penjuru Yogyakarta.

Jika teknologi imersif menjadi acuan

tunggal untuk menarik atensi publik,

maka berapa banyak modal hingga in-

frastruktur yang diperlukan untuk

mengejar acuan tersebut? Kekhawa-

tiran yang kemudian muncul adalah

timpangnya akses dan metode kerja

berbasis teknologi untuk museum-muse-

um kebanyakan. Sementara signifikansi

historis hingga sosial tiap-tiap museum

tak bisa dibandingkan.

Museum Dr Yap Prawirohusodo ke-

mudian menjadi penting untuk meng-

ingat peran sosial Dr Yap, begitu juga

Museum Dewantara Kirti Griya yang

signifikan bagi sejarah pendidikan hing-

ga pergerakan anti-kolonial. Belum lagi

Museum Monumen Kesatuan Perge-

rakan Wanita Indonesia yang sentral ba-

gi sejarah pergerakan perempuan.

Museum yang Partisipatif

Alih-alih bergantung pada

teknologi imersif dan berbagai

olahan digitalnya, penting pula

memikirkan aspek partisipatif.

Iain Chamber dalam buku “The

Postcolonial Museum: The Arts of

Memory and the Pressures of

History” menulis pentingnya

pelibatan warga.

Museum perlu menjadi ruang

perayaan ingatan warga, di

mana teknologi bukan mengas-

ingkan warga dengan sejarah

miliknya. Melainkan ada keterli-

batan untuk mengingat dan

berpartisipasi secara aktif,

bukan sekadar menonton atraksi

kecanggihan teknologi. Acuan

yang berbasis nilai dan ingatan

kewargaan jelas lebih substan-

sial.  

Mencari titik keseimbangan ja-

di tantangan bersama. Teknologi imersif

perlu ditempatkan sebagai peranti se-

mata bagi museum. Apa yang lebih men-

dasar adalah distribusi pengetahuan

yang bergerak dalam interaksi dan par-

tisipasi kewargaan. Terutama museum-

museum kebanyakan dengan segala

keterbatasan akses dan modal infras-

trukturnya.

Warga Yogyakarta bisa berbahagia de-

ngan hadirnya aktivasi museum secara

rutin oleh beberapa komunitas. Misal-

nya, komunitas Malam Museum hingga

beberapa komunitas tur jalan kaki

(walking tour) seperti Alon Mlampah

dan Walk The Past. Sebab, partisipasi

ini justru digerakkan oleh generasi mu-

da secara organik dan nirlaba.

Aspek penting yang terjalin kemudian

adalah pertukaran pengetahuan, pera-

watan nilai-nilai historis, hingga peraya-

an ingatan milik warga. Inisiasi berbasis

komunitas yang organik itu justru

menyebar secara merata, bahkan dalam

museum yang terkesan sepi pengunjung

di penjuru Yogyakarta. Alih-alih mene-

lurkan kebijakan eksklusif nan satu

arah, arif nampaknya untuk mengapre-

siasi dan menggulirkan metode partisi-

pasi publik secara inklusif.   ❑-d

*) Amos Ursia, penulis dan peneliti

independen.

Doorprize Politik

Amos Ursia

Sebanyak 165 WNI yang saat ini

berada di berbagai negara terancam

hukuman mati.

-- Hak perlindungan!

***

Harga eceran tertinggi Minyakita

akan naik jadi Rp 15.500 perliter.

-- Nasib pedagang kecil?

***

Jaga hubungan industrial, keber-

adaan Serikat Pekerja tidak bisa dise-

pelekan.

-- Bisa diistimewakan?

Antara Museum Imersif dan Museum Partisipatif

SPOTLIGHT pemberitaan media

massa saat ini mengarah kepada sikap

Presiden Joko ëJokowií Widodo dalam

memberikan jabatan strategis di akhir

masa pemerintahannya. Ironisnya, pem-

bagian kue kekuasaan dilakukan kepada

sanak keluarga maupun politikus yang

memilki hubungan erat dengannya.

Fenomena ini mengingatkan kita ten-

tang bagi-bagi undian doorprize di akhir

acara yang acapkali dilakukan pada

gelaran acara seremonial (misal: lomba

17 Agustus, arisan dan sebagainya).

Dengan kata lain, pemberian door-

prize tidak sematawayang terjadi

dalam seremonial acara,

melainkan turut terjadi kepada

ranah seremonial perpolitikan

Indonesia saat ini. Tetapi ada

perbedaan sangat terlihat antara

pembagian doorprize pada hari

acara seremonial dengan pemba-

gian doorprize politik di republik

ini, yaitu: penerima doorprize.

Jika dalam acara seremonial,

peluang penerima doorprize me-

lalui mekanisme pendaftaran yang

jelas, namun memiliki ketidakpas-

tian tingkat keterpilihan. Alur pa-

da umumnya ialah setiap individu

yang mendaftarkan diri pada meja

registrasi, secara otomatis menda-

patkan nomor undian, yang menja-

di bukti penerima doorprize jika

dapat. Kendati demikian, tingkat

terpilihan akan sangat kecil.

Semisal, terdapat 10 doorprize de-

ngan jumlah yang mendaftarkan

diri sebanyak 1.500 orang, maka

tingkat terpilihannya kurang dari 10%.

Berlawanan dengan itu, doorprize poli-

tik tidak menganut paham yang sama.

Hal yang terlihat utama ialah tidak ada

proses pendaftaran diri pada meja regis-

trasi. Setiap individu yang memiliki hu-

bungan kuat dengan ketua panitia (re:

Presiden) maka mendapatkan keuntung-

an untuk mendapatkan posisi yang

strategis. Pun tidak ada undian yang

ëadilí di akhir acara. Ketua panitia

berhak untuk memberikan doorprize

kepada siapapun yang dianggap ëber-

jasaípada dirinya. Artinya, keseluruhan

aturan main pada genggaman ketua

panitia. Bagaimanakah kita menje-

laskan fenomena doorprize politik ini?

Apakah sebabnya?

Koalisi Gemuk

Akar permasalahan dari kondisi ini

disebabkan oleh dua poin. Poin pertama,

peta koalisi partai politik yang gemuk.

Sejak tahun 2014, kita sudah melihat po-

la peta koalisi partai politik yang besar di

kubu Jokowi. Paska terpilihnya Jokowi,

prinsip zero enemies, thousand friends di-

lakukannya. Para pendukung Jokowi

mendapat kue kekuasaan yang telah ter-

saji. Prinsip ini telah dilakukannya sela-

ma hampir dua periode masa pemerin-

tahan Jokowi. Dengan kata lain, dampak

yang ditimbulkan ialah transaksi politik

tinggi. Presiden Jokowi harus memas-

tikan perhitungan politis dari para pen-

dukungnya dapat terakomodir. Maka

dari itu tidak mengherankan kondisi ba-

gi-bagi doorprize terjadi. Jika dilihat

lebih kritis, kita dapat melihat peristiwa

reshuffle kabinet sebagai upaya memas-

tikan doorprize politik diterima bagi para

pengusung Jokowi.

Poin kedua, lemahnya hubungan

komitmen antara Presiden, partai politik

dan konstituen. Hal ini mengantarkan

kita kepada perdebatan klasik: ketika

presiden terpilih, maka di manakah pres-

iden terpilih menetapkan agenda komit-

mennya? Pada struktur pemerintahan

kita, partai politik memainkan peran

penting untuk melakukan fungsi artiku-

lasi dan agregasi kepentingan dari pu-

blik. Artinya, partai politik bertanggung-

jawab untuk menjadi organisasi lintas-

batas dalam menyampaikan kehendak

publik. Namun sayangnya, perilaku par-

tai politik yang acapkali mengedepankan

kepada office-seeking dan vote-seeking

mendorong terhadap sikap pragmatisme

(M¸ller & Str¯m, 1999). Partai politik cen-

derung mengkalkulasikan diri terhadap

keuntungan yang didapat apabila men-

duduki jabatan strategis dibandingkan

memikirkan efisiensi dan efektivitas ki-

nerja pemerintahan. Komitmen Presiden

pun terjerat dalam kepentingan partai

politik untuk memberikan doorprize poli-

tik dan memiliki keterbatasan dalam

mengakomodasi kepentingan publik.

Jurang pemisah hubungan (linkage)

yang lemah antara partai politik dengan

konstituen kepada Presiden telah terjadi

selama kurang lebih 10 tahun terakhir.

Masing-masing kelompok berjalan de-

ngan agenda masing-masing.

Kabinet Berikutnya?

Berdasarkan dua poin di atas,

kondisi yang terlihat menun-

jukkan tesis bahwa semakin besar

koalisi partai politik, maka se-

makin besar doorprize politik yang

harus disediakan. Langkah alter-

natif untuk meminimalisir risiko

di atas ialah dengan meng-

hadirkan tiga aspek. Pertama, pe-

nguatan dimensi kewargaan se-

hingga memunculkan naluri

alamiah untuk berperan sebagai

warga negara yang aktif. Kedua,

memperkuat ideologi partai politik

mengingat selama ini partai poli-

tik memiliki kecenderungan ber-

jalan tak tentu arah tanpa garis

ideologi yang pasti. Ketiga, mem-

perkuat linkage di antara warga

dan partai politik sehingga

mekanisme doorprize politik ëtan-

pa undianí yang tidak jelas bisa di-

minimalisir. Apabila kekuatan

linkage dapat terjadi, maka kalku-

lasi doorprize politik cenderung

lebih teroganisir, semisal pemilahan pro-

porsi posisi antara teknokrat dengan poli-

tisi. Pertanyaan reflektif selanjutnya:

akankah masa pemerintahan Prabowo-

Gibran bernasib sama dengan pemerin-

tahan Jokowi-Maíaruf? Jika melihat

kepada pernyataan di atas, kita dapat

menarik kesimpulannya sendiri tentang

imajinasi pemerintahan ke depan. ❑-d

*) Arga Pribadi Imawan, Dosen

Departemen Politik dan Pemerintahan

FISIPOL UGM; Head of Research

PARES.

Arga Pribadi ImawanPenjabat Maju Pilkada
PEMERINTAH melalui Men-

teri Dalam Negeri (Mendagri)

Tito Karnavian kembali meng-

ingatkan penjabat (Pj) bupati,

walikota, dan gubernur yang

akan maju dalam kontestasi Pe-

milihan Kepala Daerah (Pilkada)

Serentak 2024 agar mengundur-

kan diri aparat sipil negara

(ASN). Hal itu mengingat tugas

Penjabat adalah menjamin roda

pemerintahan di daerah agar

tetap berjalan hingga terpilihnya

kepala daerah definitif hasil

Pilkada Serentak 2024.

Peringatan Mendagri tersebut

disampaikan dalam fasilitasi dan

koordinasi dukungan terhadap

pelaksanaan Pilkada Serentak

2024, yang digelar secara virtu-

al, Kamis (20/6) lalu. Menurut

Mendagri, tugas Penjabat

Kepala Daerah  adalah mengisi

kekosongan menjelang muncul-

nya kepala daerah pilihan rak-

yat.

Dengan tegas, Mendagri

minta penjabat yang akan akan

maju Pilkada 2024 harus

mundur dari ASN paling lambat

40 hari sebelum pendaftaran se-

bagai bakal pasangan calon.

Untuk itu, Mendagri telah me-

ngeluarkan surat rdaran pada 16

Mei 2024. 

Mendagri menyebutkan, ada

dua opsi penjabt kepala daerah

mengundurkan diri sebagai

ASN. Pertama, penjabat kepala

daerah dapat mengundurkan diri

secara terhormat, yakni menga-

jukan surat pengunduran diri 40

hari sebelum pendaftaran. Ke-

dua, jika penjabat kepala daerah

tidak mengundurkan diri sampai

batas waktu yang ditentukan

dan mengikuti pilkada, maka

yang bersangkutan akan diber-

hentikan oleh Mendagri.

Mendagri juga mengingatkan

penjabat kepala daerah yang

akan maju Pilkada 2024 agar ti-

dak memasang baliho yang

mengarah pada dukungan pilka-

da, meskipun baliho tersebut di-

pasang oleh masyarakat.

Peringatan Mendagri tersebut

tentu tidak main-main, sehingga

tidak ada celah bagi penjabat

kepala daerah yang akan maju

Pilkada 2024 membodohi rak-

yat.

Di sisi lain, masyarakat saat ini

sudah cerdas dan pasti akan

bersikap terhadap penjabat

yang curang untuk kepentingan

Pilkada 2024. Siapapun penja-

bat yang akan maju Pilkada

2024, mestinya juga selalu bersi-

kap bijak dan jujur kepada

dirinya sendirinya maupun kepa-

da masyarakat.

Khusus di Daerah Istimewa

Yogyakarta (DIY), Gubernur DIY

Sri Sultan Hamengku Buwono X

beberapa waktu lalu telah meng-

ingatkan agar para aparatur sipil

negara (ASN) yang berstatus

penjabat kepala daerah agar be-

nar-benar mempertimbangkan

berbagai aspek, jika akan maju

dalam Pilkada 2024. Penjabat

bupati maupun penjabat waliko-

ta yang sedang bertugas dan

berkeinginan menjadi kontestan

Pilkada juga diminta berpikir

ulang.

Dalam perkembangannya,

saat ini beberapa partai politik

telah melakukan pendaftaran

dan penjaringan bakal calon

kepada daerah yang akan tampil

dalam Pilkada 2024. Di sisi lain,

juga telah bermunculan sosok-

sosok yang menyatakan siap

maju dalam Pilkada 2024, baik

di tingkat provinsi maupun kabu-

paten/kota. Mereka tidak hanya

dari kalangan parpol tetapi juga

dari lingkungan birokrasi.

Mengingat pelaksanaan Pilka-

da Serentak 2024 yang semakin

dekat, pemerintah telah melaku-

kan berbagai upaya agar pesta

demokrasi ini nantinya benar-be-

nar dapat terlaksana dengan ju-

jur dan adil. Dalam kondisi saat

ini, mestinya para ASN juga

harus mamapu menjaga netrali-

tas masing-masing. Untuk itu, ju-

ga perlu pengawasan ketat dari

Kementerian Dalam Negeri. ❑-d

Persyaratan Menulis
Pembaca yang budiman, terimakasih

partisipasinya dalam menulis dan me-

ngirimkan artikel untuk SKH Kedau-

latan Rakyat. Selanjutnya redaksi ha-

nya menerima tulisan lewat email :

opinikr@gmail.com dengan panjang

tulisan antara 550  - 600 kata, dengan

mengisi subjek mengenai isu yang di-

tulis serta jangan lupa menampilkan fo-

tocopy identitas. Terimakasih. 
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